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ABSTRAK 
Nama :Nur Husna 
NIM :10200113047 
Judul    :Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah                                                                                                                                                                                                                                            
(Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten 
Enrekang) 
 
  
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengetahuan 
petani bawang merah mengenai bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam dan 
untuk mengetahui bagaimana tingkat penerapan bagi hasil yang sesuai dengan 
syariat Islam pada petani bawang merah di Desa Pandung Batu Kecamatan 
Baraka Kabupaten Enrekang. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif  yang 
menggunakan jenis pendekatan study kasus yang merupakan pengujian secara 
rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan 
dokumen atau peristiwa tertentu dengan menggunakan instrumen pengumpulan 
data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Hasil dari penelitian yaitu, pertama pengetahuan petani bawang merah 
mengenai bagi hasil dalam prespektif ekonomi Islam masih kurang, meskipun 
sebagian dari prinsip ekonomi Islam telah mereka terapkan dan menurut mereka 
itu sudah sesuai dengan syariat Islam.  
Petani bawang merah di Desa Pandung batu tidak terlalu mengerti 
mengenai syarat-syarat bagi hasil, macam-macam bagi hasil dan hal-hal yang 
dapat membatalkan bagi hasil dalam prespektif ekonomi Islam. Kedua penerapan 
bagi hasil di Desa Pandung Batu yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, 
belum semua penai bawang merah menerapkan yang sesuai dengan syariat Islam, 
karena menurut mereka ketika pembagian hasil panen sudah dibagi secara adil itu 
sudah sesuai dengan syariat Islam 
 
Kata kunci: pengetahuan petani, Akad Mudharabah, penerapan petani 
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BAB I 
PENDALUHUAN 
A. Latar Belakang 
Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia 
dalam berbagai bidang kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada 
prakteknya di lingkungan masyarakat tidak semua orang dengan kegiatan 
ekonominya dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, karena dalam lingkungan 
masyarakat ada kalanya ada tipe orang yang tidak mempunyai keahlian, tidak 
memiliki kesempatan usaha, atau ada orang yang mempunyai keahlian dalam usaha 
tapi tidak memiliki modal untuk usaha. Tipe yang ketiga ini diperlukan kerjasama 
antara orang yang memiliki keahlian usaha tersebut dengan pemilik modal usaha 
dengan konsep kerjasama yang adil. Sehingga bagi seorang muslim untuk 
pengembangan usaha tidak terlepas dari unsur syari’ah.1    
Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur 
ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliq-nya 
untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua 
wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yaitu sebagai makhluk individu 
dan sebagai makhluk sosial.
2
 
Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya 
bantuan dari yang lain. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial, 
                                                             
1
Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari’ah, (Vol. 03, No. 01, Juni 2016: 82-100 p-ISSN: 2355-438X; 
e-ISSN: 2407-3709), h. 83.  
2
Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, (cet. 1; Jakarta: Prenada Media 2004), 
h. 128. 
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nilai kerjasama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya dengan 
mewujudkan kerjasama antara sesama, manusia baru dapat merealisasikan 
kedudukannya sebagai makhluk sosial.
3
 
Kerjasama kepada dua belah pihak juga harus memiliki prinsip kerelaan 
sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisa/4: 9 
                        
        
Terjemahnya: 
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.(Q.S. an-
Nisa/4:9).
4
 
Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam 
setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang 
terkat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar 
kerelaan bukan paksaan, dalam kerjasama, kerelaan (al-ridha) dapat diterapkan 
kepada pengelola dana (mudharib) agar pemberi modal (shahibul maal) mempunyai 
motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dananya untuk dikelola dan pengelola 
juga merelakan dirinya dan bersiap mengelola dana yang telah diberikan.
5
 
Hubungan ayat ini dengan penelitian ini adalah tentang keharusan untuk 
bersikap rela dan ridha dalam hal ini petani bawang merah ridha ketika hasil panen 
                                                             
3
Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, h.129. 
4
Kementrian Agama RI (Al-Qur’an 20 baris Terjemah), Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 
h.40.  
5
Hanin Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, (Cet. 1; Jakarta: Prenada Media 2004), 
h.131.  
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tidak sesuai yang diharapkan dan pemilik modal rela rugi dan harus menanggung 
segala kerugian tersebut, karena ketika kedua belah pihak melakukan transaksi tidak 
ada paksaan. 
Al-Qur’an yang menjadi dasar semua hukum Islam, dengan tegas menyatakan 
bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu yang ada di dunia, sedangkan manusia 
sebagai khalifah di muka bumi. Allah menciptakan segala sesuatunya bukan untuk 
diri-Nya sendiri namun diserahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. 
Seluruh manusia secara kolektif diperbolehkan untuk memiliki, menikmati, dan 
memindah-tangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam.
6
 
Harta dalam kehidupan umat manusia saling berkaitan erat. Harta merupakan 
sarana berkehidupan di dunia untuk mencapai akhirat. Secara fitrahnya manusia 
senang dengan harta, harta merupakan perhiasan manusia. Manusia tanpa harta akan 
menemui banyak kesulitan, karena sifatnya harta adalah fasilitas atau sarana untuk 
keperluan beribadah terhadap Raab-nya. Namun demikian harta bukanlah segala-
galanya, karena harta tanpa faktor manusia, maka harta tidak mempunyai fungsi apa-
apa atau tidak berguna. Sehingga dalam hal pengelolaan harta menjadi hal yang 
penting demi kemaslahatan hidup manusia. Konsep Islam dalam pengelolaan harta 
sangat hikmah dan bijaksana. Konsep Islam menekankan bahwa harta tidak 
melahirkan harta, akan tetapi kerja yang menciptakan harta. Oleh karenanya, untuk 
mendapatkan dan memiliki harta orang harus bekerja atau berkarya untuk 
menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Selain itu, pemilikan manusia 
hanya bersifat mandat atau amanah, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah Swt.
7
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Lukman Hakim, prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlanggga,2012), h.86.  
7
Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakatra: Erlangga,2012), h.86. 
4 
 
 
 
Ekonomi Islam,  kerja adalah setiap tangan jasmani  maupun kemampuan akal 
yang dikeluarkan  manusia dalam kegiatan perekonomian  sesuai dengan syariah, 
bertujuan mendapatkan penghasilan dan penghidupan. Sementara Baqir Quraisyi  
mendefenisikan setiap kegiatan yang dilakukan manusia secara sadar dan sengaja, 
dan merasakan penderitaan dalam melakukan kegiatan tersebut, dengan tujuan 
mendapatkan harta untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik secara langsung 
maupun tidak langsung.
8
 
Konsep mudharabah adalah untuk memudahkan orang-orang yang 
mempunyai keterbatasan modal serta keterbatasan keahlian, karena sebagian mereka 
memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan ada juga orang yang tidak 
memiliki harta namun mempunyai kemampuan untuk mengelola dan 
mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerjasama ini agar mereka bisa 
saling mengambil manfaat diantara mereka, pemilik modal memanfaatkan keahlian 
mudharib (pengelola) dan mudharib memanfaatkan harta dan dengan demikian 
terwujudlah kerjasama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali 
untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.
9
 
Harta tidak melahirkan harta, maka Islam tidak mengenal pembungaan uang 
yang menghasilkan tambahan  pemilik uang tanpa bekerja dan berpartisipasi bersama 
pihak lain dalam pengelolaan perekonomian, Allah Swt telah memerintahkan 
membangun dan bekerja, dengan kata lain, ajaran Islam menyukai produktivitas tidak 
menyukai kemalasan, dan pengangguran.
10
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Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. h.86.  
9
http://ww.abufawaz.wordpress.com, (Diakses, 14 Maret 2018, pukul 19:11).  
10
Lukman Hakim,Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga ,2012), h.86. 
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Meskipun demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin 
ekonomi yang melahirkan budaya materialisme. Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak 
semata-mata bersifat materi saja, tetapi lebih dari itu (bersifat materi plus). Rakus 
terhadap kekayaan dan sikap mementingkan materi belaka tanpa mengetahui masih 
ada yang lebih penting daripada materi, dan para masyarakat banyak yang melakukan 
kegiatan ekonomi tanpa ada pengetahuan tentang kerjasama mereka hanya 
mementingkan materi dan keuntungan satu sama lain.
11
 
Masyarakat Desa Pandung Batu khususnya petani bawang merah sering 
melakukan kerjasama dengan bagi hasil, bahkan itu merupakan rutinitas yang setiap 
tahunnya mereka lakukan. Kemudian, bagi hasil yang mereka terapkan itu merupakan 
adat istiadat yang turun temurun telah dilakukan, meskipun mereka tidak paham 
bahwa bagi hasil yang mereka terapkan, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam 
atau belum. Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti disini memiliki peranan 
untuk meneliti penerapan akad mudharabah pada petani bawang merah yang pada 
umumnya kurang memahami bagi hasil dalam Islam atau secara syariah,  
Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka 
Kabupaten Enrekang mengenai kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola 
modal, maka teori yang digunakan dalam masalah tersebut adalah teori kepatuhan. 
Kepatuhan dalam pandangan ekonomi Islam adalah keadaan dimana individu 
mengikuti perintah dari sesuatu yang dipandang memilik otoritas secara sukarela 
ataupun secara terpaksa dengan tidak menunjukkan pengingkaran, yang artinya 
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Suhrawardi dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (cet.1; Jakarta: Sinar Grafika Offset 
2012), h. 3.  
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semua item yang menjadi standar kepatuhan harus terpenuhi tanpa ada yang 
dihilangkan.
12
 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan mudharabah dalam kerjasama 
antara petani bawang merah dan pemilik modal. 
2. Deskripsi Fokus 
Menurut peneliti, penerapan adalah mempraktekkan, menindaklanjuti dan 
melakukan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 
merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok 
dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua belah pihak. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengetahuan petani bawang merah pada Desa Pandung Batu 
Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang tentang akad mudharabah? 
2. Bagaimana penerapan akad mudharabah pada Desa Pandung Batu Kecamatan 
Baraka Kabupaten  Enrekang? 
 
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu 
Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
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Mc Leod dalam Budi Sukardi, Kepatuhan Syariah (Syariah Complience) Dan Inovasi 
Produk Bank syariah di Indonesiah, StainMetro. Ac. Id/E-Jurnal/Index.ph, h.1   
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1. Dimas Ardiansyah, Implementasi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah di 3 
Bank Syariah di Kota Malang. Hasil dari skripsi ini yakni pembiayaan dengan 
mudharabah merupakan pembiayaan dengan resiko yang tinggi. Meskipun 
demikian, dalam menyalurkan pembiayaan Bank Syariah Malang diharapkan 
biasa memperbanyak pembiayaan produktif dengan akad mudharabah yang 
merupakan core product dari Bank Syariah. Hal ini dapat meningkatkan 
kepercayaan masyarakat mengenai bank syariah yang menjankan prinsip-
prinsip sesuai dengan syariah Islam. Akad mudharabah merupakan akad bagi 
hasil yang tidak didapatkan pada bank konvensional. Tidak seperti dengan 
akad mudharabah (jual-beli) yang konsepnya juga diterapkan pada bank 
konvensional. Selain itu, konsep skema bagi hasil juga terbukti dapat meredam 
instabilitas sistem keuangan, memperbaiki sistem pendapatan dapat pula 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kuatnya hubungan antara sektor 
keuangan dan sektor riil pada penggunaan skema bagi hasil tersebut.
13
 
Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada waktu 
melakukan akad tidak semua nasabah memahami maksud pembiayaan 
mudharabah dan nisbah bagi hasilnya. Hal ini didasarkan pada 6 hal yang 
dijadikan tolak ukur penelitian oleh peneliti dalam mengukur tingkat 
pemahaman nasabah yaitu pemahaman nasabah mengenai akad pembiayaan 
mudharabah dan nisabah bagi hasil. 
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, kalau penelitian 
terdahulu dia melakukan penelitian dibagian kelembagaan yaitu di Bank 
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Dimas Ardiansyah, Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada 3 Bank 
Syariah di Kota Malang, (Jurusan Ilmu Ekonomi, Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya 
Malang). 
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syariah sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di masyarakat 
dan berfokus pada petani bawang merah. Namun ada kesamaan dalam 
penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada prinsip-prinsip 
yang diterapkan dimana sama-sama memperbaiki stabilitas keadaan ekonomi, 
serta penelitian terdahulu mengangkat mengenai pemahaman tentang akad 
mudharabah dan nisbah bagi hasil. 
2. Murniati Ruslan, Sistem Mudharabah dan Aplikasinya Pada Bank Syariah 
Mandiri Cabang Palu. Hasil dalam penelitian ini adalah peran bank syariah 
mandiri cabang palu dalam membantu masyarakat setempat tidak perlu 
diragukan lagi. Hal ini dapat dicermati pada komitmen bank syariah  dalam 
menyalurkan bantuan kredit bagi anggota koperasi Beringin dan koperasi 
Lanal Palu dalam jumlah yang cukup besar.  
Aplikasi sistem mudharabah yang direalisasikan oleh bank syariah mandiri 
cabang Palu dapat digolongkan kedalam dua jenis produk, yakni produk pendanaan 
(tabungan BSM, tabungan investasi dan Berencana, dan deposito) dan produk 
pembiayaan. Hingga penelitian ini dilakukan, produk pembiayaan untuk memenuhi  
kebutuhan yang bersifat konsumtif terbilang paling banyak diterapkan oleh bank 
syariah mandiri cabang Palu.
14
 Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa aplikasi 
sistem mudharabah pada Bank syariah Mandiri cabang Palu belum sepenuhnya 
diwujudkan secara murni sesuai dengan landasan teoretik sistem mudharabah yang 
dikemukakan para ahli, meskipun komitmen Bank syariah mandiri cabang palu 
kepada nasabah mengalami peningkatan secara signifikan.
15
 
                                                             
14
Murniati Ruslan, Sistem Mudharabah Dan Aplikasinya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang 
Palu, (Dosen Jurusan Syariah, STAIN Datokarama Palu), h.324 
15
Murniati Ruslan, Sistem Mudharabah dan aplikasinya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang 
Palu, (Dosen Jurusan Syariah, STAIN Datokarama Palu).  
9 
 
 
 
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah kalau penelitian 
terdahulu bergerak di lembaga, tapi hampir ada kesamaan dengan penelitian terdahulu 
dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, karena sama-sama dalam konsep 
pembiayaan, dan kesamaan lainnya adalah sama-sama menggunakan akad 
mudharabah (bagi hasil), cuman peneliti akan meneliti bagaimana bagi hasil antara 
pemilik modal dengan pengelola modal sedangkan penelitian terdahulu melakukan 
penelitian tentang pembiayaan di Bank syariah dan sangat jelas konsep serta prinsip 
yang akan dilakukan akan berbeda. 
3. Ruslan Abubakar, Penerapan Akad Mudharabah di Perbankan Syariah Studi 
pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Hasil dalam penelitian ini 
secara umum menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan mudharabah di 
Bank Muamalat Indonesia cabang Malang cenderung pada hal-hal yang 
bersifat konsumtif, dengan usaha seperti koperasi, sedangkan masalah agunan 
atau jaminan tetap diberlakukan tapi berupa cashi atau hak tagih dari nasabah 
koperasi dan kreteria koperasi yang menjalin kerjasama dengan bank 
Muamalat Indonesia cabang Malang dengan syarat sudah didirikan minimal 2 
tahun dan sudah melakukan rapat anggota tahunan sebanyak 2 kali dan 
mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Perbedaan penelitian terdahulu 
dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah, penelitian 
terdahulu meneliti tentang persepsi masyarakat yang menganggap bahwa 
penerapan akad di bank syariah dengan akad di bank konvensional sama dan 
peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan 
pendekatan kualitatif sedangkan peneliti tentang implementasi akad 
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mudharabah dibidang pertanian dalam hal bawang merah dan menggunakan 
metode penelitian kualitatif deskripsi dengan pendekatan studi kasus.
16
 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang 
hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui penerapan akad mudharabah pada petani bawang merah di 
Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 
b. Untuk mengetahui pemahaman petani bawang merah pada Desa Pandung Batu 
Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang tentang akad mudharabah. 
2.  Kegunaan penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan yang baik bagi 
peneliti, petani bawang merah setempat di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka 
Kabupaten Enrekang yaitu: 
a. Manfaat Teoretis 
Teori maslahah yang menggambarkan suatu tindakan individu yang menarik 
manfaat dan mencegah kemudharatan atau suatu pekerjaan yanhg ada manfaatnya, 
mencegah kemudharatan untuk memenuhi tujuan tertentu. Imam Al-Ghazali 
memandang bahwa suatu maslahah harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun hal 
itu bertentangan dengan tujuan manusia. Hal itu dikarenakan menurut beliau, 
kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia tidak selamanya didasarkan pada 
                                                             
16
 Ruslan Abubakar, Penerapan akad Mudharabah di Perbankan Syariah. Jurusan syariah FAI 
UMM. 
11 
 
 
 
tujuan syara’ yang sebenarnya, akan tetapi lebih sering didasarkan pada kehendak 
hawa nafsunya.   
b.  Manfaat praktis 
Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru bagi 
petani bawang merah di Desa Pandung Batu mengenai akad mudharabah dan petani 
bawang merah di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dapat 
menerapkan akad mudharabah untuk kedepannya dan peneliti diharapkan dapat 
memberikan penjelasan mengenai akad mudharabah supaya petani bawang merah 
dapat mengerti akad mudharabah. 
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BAB  II  
TINJAUAN TEORETIS 
A. Landasan Teori 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori maslahah. Secara 
etimologi kebahasaan, maslahah sama dengan manfaat dari segi maknanya. Maslahah 
juga berarti kemanfaatan atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Sementara dari 
tinjauan terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama ushul 
fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Al-
Gahazali mengemukakan bahwa maslahah pada prinsipnya adalah “mengambil 
manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara”.  
Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu maslahah harus sejalan dengan 
tujuan syara‟, sekalipun hal itu bertentangan dengan tujuan manusia. Hal itu 
dikarenakan menurut beliau, kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia tidak 
selamanya didasarkan pada tujuan syara‟ yang sebenarnya, akan tetapi lebih sering 
didasarkan pada kehendak hawa nafsunya. Oleh karena itu, masih menurut al-
Ghazali- yang dijadikan sebagai patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah 
kehendak dan tujuan syara‟, bukan kehendak dan tujuan manusia. 
1. Jenis-jenis Maslahah 
Dilihat dari segi kandungan maslahah menurut para ulama, maslahah terbagi 
atas beberapa jenis, yaitu: 
a.  Maslahah al Ammah 
Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. 
Kemaslahatann umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa 
berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya ulama memperbolehkan membunuh 
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penyebar bid‟ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan 
orang banyak. 
b. Maslahah Khashsah.  
Yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat sering terjadi dalam kehidupan kita. 
Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan 
seseorang yang dinyatakan hilang (Al-Mafqud).  
Mengetahui kedua pembagian kemaslahatan di atas adalah suatu hal yang 
sangat urgen, karena berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan, ketika 
terjadi benturan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan yang bersifat 
individual. Dalam pertentangan keduanya, Islam mendahulukan kemaslahatan yang 
bersifat umum dari kemaslahatan pribadi, dan dilihat dari segi keberadaan Maslahat 
itu sendiri, para ahli ushul fiqh membaginya atas tiga bentuk yaitu: 
2. Maslahah muktabarah  
Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara‟. Maksudnya, ada dalil khusus 
yang menjadi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Seperti dalam kasus peminum 
khamar, hukuman atas orang yang meminum minuman keras (arak dan semisalnya) 
dalam hadis Nabi dipahami secara berlainan oleh para ulama fiqh, disebabkan 
perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW. 
3. Maslahah al Mulghah 
Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara‟, karena bertolak belakang 
dengan ketentuan syara‟. Misalnya, syara‟ menetukan bahwa orang yang melakukan 
hubungan seksual di siang hari bulan ramadan dikenakan hukuman dengan 
memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 
60orang fakir miskin (H.R. al-Bukhari dan Muslim) 
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Terkait dengan kasus ini al-Laits Ibnu Sa‟ad langsung menetapkan dengan 
hukuman berupa puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang penguasa yang 
melakukan hubungan seksual disiang hari bulan Ramadlam, dalam kasus ini, para 
ulama memandang putusan hukum yang diberikan oleh al-Laits tadi bertentangan 
dengan Hadits Rasullah di atas, karena bentuk-bentuk hukum itu menurut mereka 
harus diterapkan secara berurutan. Oleh sebab itu ulama ushul fiqh memandang 
mendahulukan puasa dua bulan berturut-turut daripada memerdekakan seorang budak 
dengan dalil kemaslahatan hukum, merupakan kemaslahatan yang bertentangan 
dengan kehendak syara‟, sehingga dengan sendirinya putusan itu menjadi batal. 
Kemaslahatan semacam ini, menurut kesepakatan mereka disebut Maslahah al 
Mulghah dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam memproduk hukum. 
c. Maslahah yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula ditolak 
melalui dalil yang detail.  
Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu: 
1. Maslahah al-Gharibah 
Yaitu kemaslahatan yang asing, atau suatu kemaslahatan yang sama sekali 
tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Ironisnya, 
para ulama ushul fiqh sendiri tidak dapat mengemukakan contohnya yang pasti. 
Bahkan Imam as Syatibi menyatakan, kemaslahatan jenis ini tidak ditemukan dalam 
praktek ,sekalipun ada secara teori. 
2. Maslahah al Mursalah 
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Yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' atau nash secara 
rinci, namun ia mendapat dukungan kuat dari makna implisit sejumlah nash yang 
ada.
17
 
 
Maslahah menurut Al-Gazali adalah sebagai berikut: 
Adapun maslahat yang dibenarkan oleh syara‟ maka ia dapat dijadikan hujjah 
dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari 
jiwa/semangat nash dan ijma. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman 
dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena 
khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya 
(pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara‟ terhadap khamar itu 
sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini.Macam yang kedua adalah maslahat 
yang dibatalkan oleh syara‟. 18 
Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika 
melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan 
berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu 
untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, Kalau raja 
itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia 
dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan 
syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia 
jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nash al-Kitab (dan hadispen.) 
dengan maslahat. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan 
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hukum Islam dan Nash-Nash-nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi. Macam 
yang ketiga adalah maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh 
syara (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Yang 
ketiga inilah yang perlu didiskusikan (Inilah yang dikenal dengan maslahah 
mursalah).”19 
Dari uraian Al-Gazali di atas dapat disimpulkan bahwa maslahat itu ada tiga: 
1. Maslahat yang dibenarkan/ditunjukan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang 
dikenal dengan maslahat mu‟tabarah. Maslahat semacam ini dapat dibenarkan 
untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam 
kajian qiyas. Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah konsensus. 
2. Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang 
dikenal dengan maslahat mulgah. Maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan 
pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum 
Islam juga telah konsensus. 
3. Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang 
membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Maslahat inilah yang dikenal 
dengan maslahah mursalah. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah 
maslahah mursalah itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum 
Islam ataukah tidak.
20
 
Dengan pembagian semacam itu sekaligus dapat diketahui tentang salah satu 
persyaratan maslahah mursalah, yaitu tidak adanya dalil tertentu/khusus yang 
membatalkan atau membenarkannya. 
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B. Pengertian Mudharabah 
1. Defenisi Mudharabah 
Menurut ulama fiqih kerjasama “mudharabah” (perniagaan) sering juga 
disebut dengan “Qiradh”. Dalam figh sunnah juga  disebutkan bahwa mudharabah 
biasa dinamakan dengan qiradh yang artinya memotong. Karena pemilik modal 
memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian 
keuntungan. Mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. 
Bidang ekonomi Islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya proses 
seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan secara istila, 
mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua puhak dimana pihak 
pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua 
(pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara 
mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya ditanggung oleh 
pengelola dana.
21
 
Sedangkan menurut pengertian istila fiqh al-mudharabah adalah sebagai 
berikut: 
a. Mazhab Hanafi 
Mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan mata 
uang tunai yang diserahkan kepada pengelola dengan mendapatkan sebagian dari 
keuntungannya jika diketahui dari jumlah keuntungannya. 
b. Mazhab Syafi‟i 
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Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan kepada orang lain 
untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi diantara mereka berdua. 
c. Mazhab Hambali 
Mudharabah adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau 
semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian 
tertentu dari keuntungannya. 
Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak 
dimana pihak pertama pemilik modal (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) 
modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha 
secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, 
sedangkan, apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal  sedangkan kerugian itu 
bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena 
kecurangan  atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas 
kerugian tersebut.  
Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan 
kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharaah, yaitu 
kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena itu kepercayaan 
merupakan unsur terpenting, maka mudharabah dalam istila bahasa Inggris disebut 
trust financing. Pemilik dana yang merupakan investor disebut beneficial ownershif 
atau aleeping partner, dan pengelola dana disebut managing trustee atau labour 
partner.
22
 
Kepercayaan ini penting dalam akad mudharabah karena pemilik dana tidak 
boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan 
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dana pemilik dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian 
yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan pemilik 
dana habis, maka yang menanggung kerugiaan keuangan hanya pemilik dana. 
Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau harus mengganti 
keugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi akibat kesengajaan, 
kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dan 
hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran dan jerih payah 
yang telah dicurahkannya selama mengelola proyek atu usaha tersebut, serta 
kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan 
sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian mudharabah.
23
 
Transaksi mudharabah antara pemilik dana dan pengelola dana ada pembagian 
resiko, dimana berbagai resiko merupakan salah satu prinsip sistem keuangan syariah. 
Berbagai resiko dalam hal terjadi kerugian, dimana pemilik dana akan menanggung 
resiko finansial sedangkan pengelola dana akan memiliki resiko nonfinansial. Hal ini 
selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ali r.a: 
Artinya: 
 pungutan itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan laba tergantung pada apa 
yang mereka sepakati bersama. 
Mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk 
bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau 
imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (iwad) yang diperbolehkan syariah. Misalnya, 
ia memberi modal sebesar Rp100 juta dan ia menyatakan setiap bulan mendapat Rp5 
juta, dalam mudharabah, pembagian keuntungan harus berbentuk persentase/nisbah, 
                                                 
23
Sri Nurhayati (wasilah), Akuntansi Syariah di Indonesia, (Cet. 3;Jakarta:Selemba 
Empat,2014), h.128  
20 
 
 
 
misalnya 70:30, 70% untuk pengelola dana dan 30% untuk pemilik dana. Sehingga 
besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang dihasilkan. 
Keuntungan yang dibagipun tidak boleh menggunakan nilai proyeksi (predictive 
value) akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada 
laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan 
pada pemilik dana. 
Pada prinsipnya dalam mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal, 
namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana 
dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini 
hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang 
disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati 
bersama dalam akad. 
Hikmah dari akad mudharabah adalah dapat memberi keringanan kepada 
manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu 
untuk membuatnya menjadi produktif. Terkadang pula, ada orang yang tidak 
memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. 
Sehingga dengan akad mudharabah kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari 
kerjasama yang terbentuk. Pemilik dana mendapatkan manfaat dengan pengalaman 
pengelola dana, sedangkan pengelola dana dapat memperoleh manfaat dengan harta 
sebagai modal, dengan demikian dapat tercipta kerjasama antara modal dan kerja, 
sehingga dapt tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan ummat. 
Agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari maka akad/kontrak/perjanjian 
sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Perjanjian harus 
mencakup berbagai aspek antara lain tujuan mudharabah, nisbah pembagian 
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keuntungan, periode pembagian keuntungan, biaya-biaya yang boleh dikurangkan 
dari pendapatan, ketentuan pengembalian modal, hal-hal yang dianggap sebagai 
kelalaian pengelola dana dan sebagainya. Sehingga apabila terjadi hal yang tidak 
diinginkan atau terjadi persengketaan, kedua belah pihak dapat merujuk pada kontrak 
yang telah disepakati bersama.
24
 
Apabila terjadi perselisihan diantara dua belah pihak maka dapat diselesaikan 
secara musyawarah oleh mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah. Usaha 
mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal mudharabah diterima 
oleh pengelola dana. Sedangkan pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan 
secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat 
akad mudharabah berakhir, sesuai kesepakatan pemilik dana dan pengelola dana.
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C. Hukum Mudharabah 
1. Mudharabah yang Fasid 
Apabila mudharabah fasid karena syarat-syarat yang tidak selaras dengan 
tujuan mudharabah (bagi hasil) maka menurut Hanafiah, Syafi‟iyah dan Hanabilah 
mudharib tidak berhak melakukan perbuatan sebagaiamana yang dikehendaki oleh 
mudharabah yang shahih, disamping itu, mudharib (pengelola modal) tidak berhak 
memperoleh biaya operasional dan keuntungan tertentu, melainkan ia hanya 
memperoleh upah yang sepadan atas hasil pekerjaannya. 
Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mudharib (pengelola modal) dalam 
semua hukum mudharabah yang fasid dikembalikan kepada qiradh (pemotongan) 
yang sepadan dalam keuntungannya, kerugian, dan lain-lainnya dalam hal-hal yang 
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bisa dihitung dan mudharib (pengelola modal) berhak atas upah yang sepadan dengan 
pekerjaan yang dilakukannya. 
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2. Mudharabah yang Shahih 
Mudharabah (bagi hasil) yang shahih adalah suatu akad mudharabah (bagi 
hasil) yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembahasan mengenai mudharabah 
shahih ini meluputi beberapa hal, yaitu: 
a. Kekuasaan mudharib 
Para Fuqaha telah sepakat bahwa mudharib (pengelola modal) adalah 
pemegang amanah terhadap modal yang diberikan oleh pemilik modal, dalam hal ini 
statusnya sama dengan wadi‟ah (titipan). Hal ini karena ia memegang modal tersebut 
atas persetujuan dan pemilik modal (shahibul maal), bukan karena imbalan seperti 
dalam jual beli, dan bukan pula jaminan seperti halnya dalam gadai (rahn). Apabila 
mudharib (pengelola modal) menyimpang dari syarat-syarat yang telah ditetapkan 
pemilik modal (shahibul maal), misalnya membeli barang yang dilarang oleh pemilik 
modal (shahibul maal) maka ia dianggap sebagai ghasib, dan barang yang dibeli 
menjadi tanggungannya, hal tersebut dikarenakan ia melakukan tindakan yang 
melampaui batas terhadap harta milik orang lain. Apabila harta rusak di tangan 
mudharib (pengelola modal) dengan tidak sengaja maka ia tidak dibebani kewajiban 
ganti rugi, karena ia mewakili pemilik modal (shahibul maal), dalam melakukan 
tasarruf. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung pemilik modal, 
(shahibul maal) dan diperhitungkan dengan keuntungan yang diperoleh. 
b. Tasarruf (tindakan hukum) mudharib 
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Tasarruf pengelola modal (mudharib) hukumnya berbeda-beda tergantung 
kepada jenis mudharabah-nya mutlak atau muayyad. Apabila mudharabah-nya 
mutlak, maka mudharib (pengelola modal) bebas menentukan jenis usaha yang 
dilakukannya, tempat, dan orang yang dijadikan mitra usahanya. Meskipun 
mudharabah-nya mutlak, namun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh 
mudharib (pengelola modal), yaitu: 
1. Mudharib (pengelola modal) tidak boleh melakukan sebagian perbuatan 
kecuali dengan adanya persetujuan yang jelas dari pemilik modal (shahibul 
maal). Misalnya memberikan utang dari modal mudharabah, apabila ia 
melakukannya maka utang tersebut ditanggung oleh mudharib (pengelola 
modal) dari hartanya sendiri. 
2. Mudharib (pengelola modal) tidak boleh membeli barang untuk qiradh 
(memotong) yang melebihi modal mudharabah (bagi hasil) baik tunai maupun 
tempo. 
3. Mudharib (pengelola modal) tidak boleh melakukan syirka (perkongsian) 
dengan menggunakan modal mudharabah (bagi hasil), atau mencampurkannya 
dengan harta sendiri atau dengan harta orang lain, kecuali apabila ada izin dari 
pemilik modal (shahibul maal). 
Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk mudharabah mutlak, sebagaimana 
disebutkan di atas berlaku juga untuk mudharabah muqayyad. Perbedaannya terletak 
pada kadar batas-batas yang diterapkan, yang berkaitan dengan tempat usaha, barang 
yang menjadi objek usaha, orang yang akan dijadikan mitra usaha, dan waktunya. 
Apabila pemilik modal menetapkan batas-batas tersebut maka mudharib tidak boleh 
melanggarnya, karena dalam hal ini statusnya sebagai wakil dari pemilik modal. 
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c. Hak-Hak Mudharib (pengelola modal) 
Para Fuqaha berbeda pendapat dalam masalah biaya kegiatan selama 
mengelola harta mudharabah (bagi hasil). Menurut Imam Syafi‟i, mudharib 
(pengelola modal) tidak berhak atas nafakah (biaya) yang diambil dari harta 
mudharabah, tidak dalam keadaan di tempat sendiri maupun dalam keadaan 
perjalanan, kecuali apabila ada izin pemilik modal. Hal tersebut dikarekan mudharib 
berhak atas bagian keuntungan, sehingga tidak perlu ada hak yang lain lagi.  
Mudharib berhak atas keuntungan yang disebut dalam akad, sebagai imbalan 
dari usahanya dalam mudharabah, apabila usahanya memperoleh keuntungan. 
Apabila kegiatan usahanya tidak menghasilkan keuntungan maka mudharib tidak 
memperoleh apa-apa, karna ia bekerja untuk dirinya sendiri sehingga ia tidak berhak 
atas upah. Keuntungan tersebut akan jelas apabila diadakan pembagian. Untuk 
pembagian keuntungan ini, disyaratkan modal harus di terima oleh pemilik modal, 
dengan demikian, sebelum modal diterima kembali oleh pemilik modal dari tangan 
mudharib, maka keuntungan tidak boleh di bagi.  
d. Hak Pemilik Modal (pemilik modal)  
Apabila usaha yang dilakukan oleh mudharib menghasilkan keuntungan, maka 
pemilik modal berhak atas bagian keuntungan yang disepakati dan ditetapkan dalam 
akad. Misalnya dalam akad mudharabah disepakati bahwa mudharib menerima 60% 
dari keuntungan, sedangkan pemilik modal menerima 40%, apabila usaha yang 
dilakukan oleh mudharib tidak menghasilkan keuntungan maka baik mudharib 
maupun pemilik modal tidak memperoleh apa-apa, karena yang akan dibagi tidak 
ada. 
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Mohammad Daud Ali mengemukakan 18 prinsip yang menjadi asas hukum 
Islam di bidang perdata (muamalat). Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Asas kebolehan atau Mubah 
Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata, 
sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Al-qur‟an dan As-Sunnah. Dengan 
demikian, pada dasarnya segala bentuk hubungan perdata boleh dilakukan, selama 
tidak ditentukan lain dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Ini berarti bahwa Islam 
membuka pintu selebar-lebarnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk 
mengembangkan dan menciptakan bentuk dan macan hubungan perdata baru, sesuai 
dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. 
b. Asas kemaslahatan hidup 
Kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, 
berguna dan berfaedah bagi kehidupan. Asas kemaslahatan hidup adalah suatu asas 
yang mengandung makna bahwa perdata apapun dapat dilakukan, asal hubungan itu 
mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan pribadi dan 
masyarakat, meskipun tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Asas 
ini sangat berguna untuk mengembangkan berbagai lembaga hubungan perdata, dan 
dalam menilai lembaga-lembaga hukum non-Islam yang ada dalam masyarakat. 
c. Asas kebersamaan dan kesukarelaan 
Asas ini mengandung makna bahwa setiap hubungan perdata harus dilakukan 
secara bebas dan sukarela. Kebebasan kehendak para pihak yang melahirkan 
kesukarelaan dalam persetujuan harus selalu diperhatikan. Asas ini juga mengandung 
arti bahwa selama Al-Qur‟an dan Sunnah tidak mengatur secara rinci suatu hubungan 
perdata, maka selama itu pula para pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan 
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untuk mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing. Asas ini berdasarkan dari 
Al-Qur‟an Surah An-Nisa‟ (4): 29 
                            
                         
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
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d. Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat 
Asas ini mengandung makna bahwa segala bentuk hubungan perdata yang 
mendatangkan kerugian (mudharat) harus dihindari, sedangkan hubungan perdata 
yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat harus dikembangkan, 
dalam asas ini juga terkandung pengertian bahwa dalam melakukan suatu transaksi, 
menghindari kerusakan harus didahulukan daripada meraih keuntungan. Contohnya 
perdagangan narkotika, prostitusi, dan perjudian. 
e. Asas kebajikan (kebaikan) 
Asas ini mengandung arti bahwa setiap hubungan perdata mendatangkan 
kebaikan kepada kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. Kebajikan 
yang akan diperoleh seseorang haruslah didasarkan pada kesadaran pengembangan 
kebaikan dalam rangka kekeluargaan. 
f. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat 
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Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan sederajat adalah asas hubungan 
perdata yang disandarkan pada sikap saling menghormati, mengasihi, dan tolong 
menolong dalam mencapai tujuan bersama. Asas ini menunjukkan suatu hubungan 
perdata antara para pihak yang menganggap diri masing-masing sebagai anggota 
keluarga, meskipun pada hakikatnya bukan keluarga. Asas ini diambil dari Al-Qur‟an 
Surah Al-Ma‟idah (5) ayat 5 
                             
                              
                           
                               
                              
                           
                             
              
Terjemahnya: 
Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-
orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) 
bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga 
kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang 
menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, 
bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, 
tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. 
barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum 
Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang 
merugi.
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g. Asas adil dan berimbang 
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Asas keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh 
mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada 
waktu pihak lain sedang berada dalam kesempitan. Asas ini juga mengandung arti 
bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha yang dilakukan. 
h. Asas mendahulukan kewajiban dari hak 
Asas ini mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan hubungan perdata, para 
pihak harus mengutamakan penunaian kewajiban terlebih dahulu daripada menuntut 
hak, Islam mengajarkan seseorang baru memperoleh haknya, misalnya mendapat 
imbalan (pahala), setelah menunaikan kewajiban terlebih dahulu. 
i. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain 
Asas ini mengandung arti bahwa para pihak yang mengadakan hubungan 
perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan 
perdatanya. Merusak harta, meskipun tidak merugikan diri sendiri, tetapi merugikan 
orang lain, tidak dibenarkan dalam Islam. Ini berarti bahwa menghancurkan atau 
memusnahkan barang untuk mencapai kemantapan harga atau keseimbangan pasar, 
tidak dibenarkan oleh hukum Islam. 
j. Asas kemampuan berbuat atau bertindak 
Pada dasarnya setiap manusia dapat menjadi subjek hukum dalam setiap 
hubungan perdata, jika memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum. Hukum 
Islam, manusia yang dipandang mampu berbuat atau bertindak melakukan hubungan 
perdata adalah orang yang mukallaf, yaitu orang yang mampu memikul kewajiban 
dan hak, sehat ruhani dan jasmani. Hubungan perdata yang dibuat oleh orang yang 
tidak mampu memikul kewajiban dan hak dianggap melanggar asas itu, hubungan 
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perdatanya batal, karena dipandang bertentangan dengan salah satu asas hukum 
Islam. 
k. Asas kebebasan berusaha 
Asas ini mengandung makna bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas 
berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirirnya dan keluarganya. Asas 
ini juga mengandung arti bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama 
untuk berusaha tanpa batasan, kecuali yang telah ditentukan batasannya (dilarang) 
oleh hukum Islam. 
l. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa 
Asas ini mengandung makna bahwa seseorang akan memperoleh suatu hak, 
misalnya, berdasarkan usaha dan jasa, baik yang dilakukannya sendiri maupun yang 
diusahakannya bersama-sama dengan orang lain. Usaha dan jasa yang dilakukan 
haruslah usaha dan jasa yang baik, bukan usaha dan jasa yang mengandung unsur 
kejahatan, keji, dan kotor. Usaha dan jasa yang dilakukan melalui kejahatan,kekejian, 
dan kekotoran tidak dibenarkan oleh hukum Islam. 
m. Asas perlindungan hak 
Asas ini mengandung arti bahwa semua hak yang diperoleh seseorang dengan 
jalan yang halal dan sah harus dilindungi. Apabila hak itu dilanggar oleh salah satu 
pihak dalam hubungan perdata, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut 
pengembalian hak itu atau menuntut kerugian kepada pihak yang merugikannya. 
n. Asas hak milik berfungsi sosial 
Asas ini menyangkut pemanfaatan hak milik yang dimiliki oleh seseorang 
menurut hukum Islam, hak milik tidak boleh dipergunakan hanya untuk kepentingan 
pribadi pemiliknya, tetapi juga harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan 
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sosial. Agama Islam mengajarkan bahwa harta yang telah dikumpulkan oleh 
seseorang dalam jumlah yang cukup mencapai nisbah, wajib dikeluarkan zakatnya 
untuk menyantuni golongan masyarakat, antara lain fakir miskin, yang disertai 
mustahik zakat.  
o. Asas yang beriktikad baik harus dilindungi 
Asas ini berkaitan erat dengan asas lain yang menyatakan bahwa orang yang 
melakukan perbuatan tertentu bertanggung jawab atas resiko perbuatannya. Namun, 
jika ada pihak yang melakukan suatu hubungan perdata tidak mengetahui cacat yang 
tersembunyi dan mempunyai iktikad baik dalam hubungan perdata, maka 
kepentingan harus dilindungi, dan ia berhak menuntut sesuatu jika ia dirugikan 
karena iktikad baiknya itu. 
p. Asas resiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja 
Asas ini mengandung penilaian yang sangat tinggi terhadap kerja dan 
pekerjaan, yang berlaku terutama di perusahaan-perusahaan yang merupakan 
persekutuan antara pemilik modal dan pengelola modal. Jika perusahaan merugi 
maka menurut asas ini, kerugian hanya dibebankan pada pemilik modal atau harta 
saja, tidak ada pekerjaannya. Ini berarti bahwa pemilik tenaga dijamin haknya untuk 
mendapatkan upah, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu tertentu, setelah ternyata 
perusahaan menderita kerugian. 
q. Asas mengatur dan memberi petunjuk 
Sesuai dengan sifat hukum keperdataan pada umumnya, dalam hukum Islam 
berlaku asas yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum perdata, kecuali 
yang bersifat ijbari, karena ketentuannya telah qath‟i, hanya bersifat mengatur dan 
memberi petunjuk kepada orang-orang yang akan memanfaatkannya dalam 
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mengadakan hubungan perdata. Para pihak dapat memilih ketentuan lain berdasarkan 
kesukarelaan, asal ketentuan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam 
hukum Islam. 
r. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi 
Asas ini mengandung makna bahwa hubungan perdata selayaknya dituangkan 
dalam perjanjian tertulis di hadapan para saksi. Hal ini sesuai dengan firman Allah 
dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 282.
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Para ulama mazhab sepakat bahwa mudharabah hukumnya dibolehkan 
berdasarkan al-Quran, sunnah, ijma‟ dan qiyas. Sebagaimana firman Allah Swt dalam 
Q.S Al-Jumu‟ah/62 ayat:10 
                             
      
Terjemahnya: 
Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan 
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung. (QS.al-  jumu‟ah/62 ayat 10).31 
Berdasarkan ayat tersebut mengenai hukum mudharabah, menjelaskan tentang 
perintah, ini menunjukkan pengertian ibadah atau boleh (dan carilah) carilah reziki 
(karunia Allah, ingatlah Allah) dengan ingatan (sebanyak-banyaknya supaya kalian 
beruntung) yakni memperoleh keuntungan.    
Kebolehan mudharabah juga dapat di-qiyas-kan dengan kebolehan praktik 
musaqah (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Selain itu, kebolehan praktik 
mudhrabah merupakan ijma‟ ulama.32   
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Orang yang mengelola mudharabah harus amanah. Mudharabah hukumnya 
boleh, baik secara mutlak maupun muqayyad, dan pihak pengelola modal tidak mesti 
menanggung kerugian kecuali karena sikapnya yang melampui batas dan 
menyimpang. Ibnul Mundzir menegaskan, Para ulama sepakat bahwa jika pemilik 
modal melarang pengelola modal melakukan jual beli secara kredit, lalu ia melakukan 
jual beli secara kredit juga, maka ia harus menanggung resikonya.
33
 
Dari Hakim bin Hizam, sahabat Rasulullah, bahwa beliau pernah 
mensyaratkan atas orang yang beliau beri modal untuk dikembangkan dengan bagi 
hasil (dengan berkata), “Janganlah engkau menempatkan hartaku ini pada binatang 
yang bernyawa, jangan engkau bawa ia ke tengah lautan, dan jangan (pula) engkau 
letakkan ia di lembahyang rawan banjir, jika engkau melanggar dari salah satu 
larangan tersebut, maka engkau harus mengganti hartaku.
34
 
 
D. Rukun Mudharabah dan Syarat Mudharabah 
1. Rukun Mudharabah 
Rukun akad mudharabah menurut Hanafih adalah ijab dan qabul, dengan 
menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti mudharabah. Lafal yang 
digunakan untuk ijab adalah lafal mudharabah. Adapun lafal qabul digunakan yang 
digunakan „amil mudharib (pengelola) adalah lafal: saya ambil atau saya terima atau 
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saya setuju. Apabila ijab dan qabul telah terpenuhi maka akad mudharabah telah 
sah.
35
 
Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah ada tiga, yaitu 
a. Aqid, yaitu pemilik modal memberikan sebagian hartanya untuk dikelola oleh 
mudharib. 
b. Ma‟qud „alaih, yaitu modal yang disediakan oleh shahibul maal dan diberikan 
kepada mudharib yang bekerja sebagai tenaga dalam pekerjaan tersebut kemudian 
keuntungan dibagi setelah panen.  
c. Shighat, yaitu ijab dan qabul. 
Menurut Sayid Sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan kabul yang keluar 
dari orang yang memiliki keahlian.
36
 
2. Syarat- Syarat Mudharabah 
 Syarat-syarat mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu 
sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah sebagai berikut: 
a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu 
berbentuk emas atau perak batangan, maka emas hiasan atau barang dangan 
lainnya mudharabah tersebut batal. 
b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf, maka 
dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang 
berada di bawah kemampuan. 
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c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang 
diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan 
dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 
d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas 
persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat. 
e. Melafaskan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu 
untuk didagangkan jika ada keuntungan akan dibagi dua, dan kabul dari 
pengelola. 
f. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk 
berdagang di negara tertentu, pada waktu tertentu sementara di waktu lain tidak 
terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad 
mudharabah, yaitu keuntungan, bila dalam mudharabah ada persyaratan-
persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat 
alSyafi‟I dan Malik . Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal 
mudharabah tersebut sah.
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Menurut pasal 231 Komposisi Hukum Ekonomi Syariah, syarat mudharabah 
yaitu sebagai berikut: 
a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan barang yang berharga kepada pihak 
lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. 
b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. 
c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.38 
E. Macam-Macam Mudharabah 
                                                 
37
Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (cet; 1, Jakarta: Prenadana Media Group, 2016),h. 195-
196.  
38
 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (cet; 1, Jakarta: Prenadana Media Group, 2016),h. 196.  
35 
 
 
 
 Pada prinsipnya, mudharabah sifatnya mutlak dimana shahibul maal tidak 
menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si mudharib. Bentuk 
mudharabah ini disebut mudharabah mutlaqah, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal 
sebagai Unrestricted Investment Account (URIA). Namun demikian, apabila 
dipandang perlu, shahibul maal boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat 
tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat atau 
batasan ini harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-
batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis mudharabah 
seperti ini disebut mudharabah muqayyadah.
39
 
1. Mudharabah Muthlaq  
mudharabah muthlaq adalah akad mudharabah dimana pemilik memberikan 
modal kepada mudharib (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan. Contohnya 
kata pemilik modal: “Saya berikan modal ini kepada anda dengan mudharabah, 
dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga”, di dalam akad 
tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis 
usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.
40
 
2. Mudharabah Muqayyad 
Mudharabah muqayyad adalah kebalikan dari mudharabah muthlaq. Si 
mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya 
pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam 
memasuki jenis dunia usaha.
41
 Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan 
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syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus 
bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk 
konsekuensi keuangan. 
3. Mudharabah Musytarakah 
Mudharabah musytarakah adalah mudharabah dimana pengelola dana 
menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama akad 
yang disepakati adalah akad mudharabah dengan  modal 100% dari pemilik dana, 
setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan 
dengan pemilik dana, pengelola dana dapat menanamkan modalnya dalam usaha 
tersebut, jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah musytarakah yang 
merupakan perpaduan antara mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.
42
 
Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberikan batasan 
dengan masa yang akan datang, sedangkan ulama syafi‟yah dan malikiyah 
melarangnya.
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F. Hal-Hal yang Membatalkan Mudharabah 
1. Hal-hal yang Membatalkan Mudharabah 
Mudaharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut: 
a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu 
syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh 
pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian 
keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia 
melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka 
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keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi 
tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang 
hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab atas sesuatu apa pun, 
kecuali atas kelalaiannya. 
b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau 
pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Keadaan 
seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian kerena dialah 
penyebab kerugian. 
c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi 
batal.
44
 
2. Hal-hal lainnya yang membatalkan akad mudharabah 
a. Larangan berusaha dan pemecatan 
Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah oleh pihak 
yang bekerjasama, larangan untuk melanjutkan usahanya atau karena terjadi 
pemecatan. Jika memenuhi syarat dan pemecatan tersebut, serta modal telah 
diserahkan ketika pembatalan atau larangan, maka adad mudharabah sah untuk 
dibatalkan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa mudharabah telah 
dibatalkan, pengusaha (mudharib) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya. 
b. Meninggal dunia salah satu pihak 
Disepakati oleh jumhur ulama bahwa mudharabah dinyatakan batal jika sala 
seorang pihak yang berakad („aqid) meninggal dunia, baik pemilik modal maupun 
pengelola. Hal ini karena mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang akan 
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batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut 
dipandang sempurna dan sah, baik diketahui oleh salah seorang yang melakukan akad 
atau tidak. Namun bagi ulama malikiyah menyatakan bahwa tidaklah batal 
mudharabah disebabkan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi 
dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.  
c. Salah satu pihak sakit gila 
Ulama sepakat bahwa seorang yang ada dalam ikatan perjanjian dan 
mengalami sakit gila maka secara langsung akadnya dinyatakan batal. Hal tersebut 
sangat wajar sebab seorang yang gila maka dia tidak bersyarat untuk melakukan 
perjanjian. Demikian pula dalam hal akad mudharabah, sebab gila atau sejenisnya 
membatalkan keahlian dalam mudharabah. 
d. Pemilik modal murtad 
Apabila pemilik modal murtad (keluar dari islam) atau terbunuh dalam 
keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim 
atas pembatalannya, menurut imam Hanafih, hal itu membatalkan mudharabah sebab 
bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian 
dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara 
para ahli warisnya. 
e. Modal rusak di tangan pengusaha 
Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal ini 
karena modal harus dipegang oleh pengelola. Jika modal rusak, mudharabah 
dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga 
tidak tersisa untuk diusahakan.
45
 
                                                 
45
Andi Intan Cahyani, Fiqih Muamalah (cet; 1, Jakarta: AU Press 2013), h. 145-146. 
39 
 
 
 
G. Kerangka Konseptual 
Kerangka konseptual merupakan model berfikir tentang bagaimana teori 
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didentifikasikan sebagai masalah 
yang penting”.46 Kerangka fikir juga merupakan alur penelitian yang akan dilakukan 
nantinya. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk pengetahui 
implementasi akad mudharabah pada petani bawang merah pada studi Desa Pandung 
Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang 
berupa observasi dan wawancara. Observasi merupakan kegiatan yang meliputi 
pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan 
hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. 
Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau 
informasi sebanyak mungkin. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan 
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 
pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 
menggunakan pedoman (guide) wawancara. 
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 Gambar 6.1: Kerangka konseptual    
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian  
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
jenis penelitian kualitatif deskriptif.
47
 Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 
bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang akurat dari sejumah karakteristik 
masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif berguna untuk mendapatkan makna baru, 
menggambarkan kategori suatu masalah, menjelaskan frekuensi suatu kejadian dari 
suatu fenomena.
48
Menurut Nazir (1988), metode deskriptif merupakan suatu metode 
dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 
sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 
penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 
fenomena yang diselidiki.
49
 
1. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul penelitian yang telah dicantumkan oleh penulis,  
penelitian dilakukan di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kebupaten Enrekang  
2. Waktu Penelitian 
Adapun target waktu penelitian yaitu dilakukan dari bulan November 2017. 
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B. Pendekatan Penelitian 
 Menurut Bogdan dan Bikien (1982) studi kasus merupakan pengujian secara 
rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan 
dokumen atau satu peristiwa tertentu. Sedangkan menurut Bimo Walgito (2010) studi 
kasus merupakan suatu metode untuk menyelidiki atau mempelajari suatu kejadian 
mengenai perseorangan. Pada metode studi kasus ini diperlukan banyak informasi 
guna mendapat bahan-baahan yang agak luas.
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C. Sumber Data  
Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber 
data primer. 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari studi lapangan.
51
  
Adapun sumber yang didapat dari data primer ini yakni hasil wawancara dari petani 
bawang dan pemilik modal yang melakukan kerjasama dengan akad mudharabah, 
kemudian data yang diperoleh langsung dari petani bawang merah Desa Pandung 
Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.  
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Observasi. 
Metode observasi merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati 
langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi 
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melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. Observasi bisa 
dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematik kejadian-
kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam 
mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan 
secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap 
selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai 
menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat 
menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi. Jika hal itu 
sudah ditemukan, maka peneliti dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti. 
2. Wawancara. 
Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 
informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman 
(guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan 
sosial yang relatif lama. Keunggulannya ialah memungkinkan peneliti mendapatkan 
jumlah data yang banyak, sebaliknya kelemahan ialah karena wawancara melibatkan 
aspek emosi, maka kerjasama yang baik antara pewawancara dan yang diwawancarai 
sangat diperlukan.  
 
E. Instrument Penelitian 
Instrument penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk 
mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengelolah, 
menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan 
memecahkan suatu permasalahan. Pokok permasalahan ini dapat berkembang 
sehingga penulis menemukan informasi lain yang berhubungan dengan pokok 
44 
 
permasalahan tersebut selama wawancara berlangsung. Penulis menyiapkan pedoman 
wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan pokok 
permasalahan dalam penelitian ini dan menggunakan alat perekam selama wawancara 
dilakukan dan kamera untuk dokumentasi.. 
 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 
mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun kepola, memilih mana yang penting dan yang akan 
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 
maupun orang lain.
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Teknik pengelolaan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis data model Miles dan Huberman. 
1. Reduksi data (data reduction), adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, 
memfokuskan pada hal-hal penting untuk menyederhanakan data yang 
diperoleh di lapangan. 
2. Penyajian data (data display),  
Miles dan Huberman (1992) dalam Bahar (2015), menyarankan agar data 
ditampilkan dengan baik melalui tabel, charts, networks dan format gambar 
lainnya saat menarik kesimpulan. Hal ini berfungsi untuk memberi kemudahan 
dalam membaca dan menarik kesimpulan. Selain untuk memudahkan, format 
tabel, charts, networks dan format gambar lainnya juga dapat menarik 
perhatian pembaca. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam 
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bentuk uraian (naratif) mengenai esensi dari fenomena yang diteliti disertai 
dengan tabel.Maksudnya menyajikan data yang sudah direduksi dalam bentuk 
teks yang bersifat naratif, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami apa 
yang terjadi dan merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan selanjutnya 
sesuai dengan apa yang dipahami. 
3. Penarikan Kesimpulan  
Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan 
dan verifikasi. Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 
adanya pemahaman baru tentang pentingnya nilai-nilai budaya budaya 
Pancasila sebagai suatu aturan pokok bagi para akuntan Publik dalam 
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta nilai-nilai budaya spiritual 
yang ada dalam Pancasila menjadi hal utama bagi para akuntan publik karena 
kecerdasan yang paling tinggi adalah kecerdasan spiritual, dengan lahirnya 
nilai spritualisme ini yang dapat menjiwai internalisasi sila-sila yang lain. 
Setelah dapat ditarik kesimpulan, peneliti meminta informan untuk membaca 
kembali hasilnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara 
peneliti dan informan sehingga informasi yang dihasilkan sesuai dengan 
kenyataan yang terjadi di 
4. Penarikan kesimpulan (conclusion), merupakan perumusan kesimpulan setelah 
melakukan reduksi dan penyajian data untuk menjawab rumusan masalah.  
 
G. Penguji Keabsahan Data 
Dalam penelitian kualitatif, menjaga keabsahan data yang diperoleh 
merupakan faktor utama. Maka, dalam melakukan keabsahan data, peneliti perlu 
memeriksa data kembali sebelum diproses dalam bentuk laporan yang disajikan, agar 
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tidak terjadi kesalahan, maka peneliti malakukan uji kredibilitas data. Menurut 
Sugiyono, dalam uji kredibilitas data terdapat empat macam cara.
53
 yaitu: 
1. Perpanjangan Pengamatan 
Perpanjangan keikutsertaan bertujuan untuk membangun kepercayaan 
informan dan diri peneliti, merupakan proses pengembangan yang setiap harinya akan 
semakin bertambah, dan merupakan alat untuk mencegah adanya penipuan informasi 
dari subyek.
54
 Sebagai bukti peneliti melakukan perpanjangan pengamatan. “ 
kemudian, dilampirkan pada lembar laporan penelitian.”55 
2. Peningkatan Ketekunan 
Peningkatan ketekunan merupakan teknik pemeriksaan data, dimana peneliti 
dituntut untuk lebih teliti dan rinci dalam menghubungkan faktor-faktor yang 
menonjol. “peneliti berulang-ulang menelaah hasil penelitiannya dari akhir, sehingga 
peneliti benar-benar memahami penelitiannya, serta menghasilkan penelitian yang 
akurat.”56 Sebagai bekal bagi peneliti dalam peningkatan ketekunan, peneliti lebih 
banyak membaca dari barbagai literatur yang sesuai dengan penelitian, guna 
memperluas dan mempertajam penelitian. 
3. Triangulasi 
Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 
menggabungkan dari berbagai teknik, dan sumber data yang telah diperoleh. 
Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan 
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dukumentasi untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan, triangulasi 
sumber berarti peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan 
teknik yang sama. 
Peneliti menggabungkan semua hasil penelitian, baik dari wawancara, 
observasi dan dokumentasi. “dengan kata lain triangulasi merupakan menguji 
keabsahan dari hasil penelitian dengan peneliti, metode, teknik dan sumber data.
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Jika sudah dipastikan triangulasi memiliki hasil yang sama dari awal hingga akhir, 
maka data yang diperoleh dianggap kredibel. 
4.  Member Check 
Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti dari 
informan, seperti data dokumentasi. Tujuan dari melakukan member check adalah 
untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh peneliti dari informan. Apabila 
data yang di peroleh disepakati oleh informan, maka datanya valid. Sehingga, data 
yang diperoleh semakin kredibel atau dapat di percaya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di salah satu Desa di Kecamatan Baraka, 
Kabupaten Enrekang, yaitu Desa Pandung Batu. Desa Pandung Batu merupakan 
daerah pegunungan dan merupakan salah satu daerah dingin di Kecamatan Baraka. 
Jarak Desa Pandung Batu dengan pusat Ibu Kota Kabupaten Enrekang ±30 km dan 
jarak Desa Pandung Batu ke Kecamatan Baraka ±12 km. Desa Pandung Batu masih 
sulit dijangkau oleh pemerintah setempat karena disamping letaknya yang jauh, 
jalanan ke Desa Pandung Batu juga belum sepenuhnya bagus. 
Masyarakat Desa Pandung Batu bisa dibilang sudah tidak ketinggalan kalau 
masalah pendidikan, karena sudah banyak pemuda dan pemudi di sana yang keluar 
daerah untuk menuntut ilmu, tapi disamping itu rata-rata masyarakat Desa Pandung 
Batu adalah petani jangka pendek contohnya bawang merah dan lainnya. 
Jumlah penduduk yang ada di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka 
Kabupaten Enrekang menurut jenis kelamin yaitu dengan jumlah penduduk laki-laki 
597 orang dan perempuan 560 orang. 
No Jenis Kelamin Jumlah Penduduk 
1 Laki-Laki  597 
2 Perempuan  560 
Jumlah  1.157 
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Tabel 6.1: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.
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Jumlah penduduk Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten 
Enrekang dalam skala dusun yaitu, dusun Lombon dengan jumlah penduduk 235 
orang, kemudian dusun Gossing yang memiliki jumlah penduduk 434 orang, dusun 
Bolong dengan jumlah penduduk 339 orang dan dusun Tampun dengan jumlah 
penduduk 149 orang. 
No Nama Dusun Jumlah Penduduk 
1 Dusun Lombon 235 orang 
2 Dusun Gossing 434 orang 
3 Dususn Bolong 339 orang 
4 Dusun Tampun 149 orang 
Jumlah 1.157 orang 
Tabel 6.2: Jumlah Penduduk di Setiap Dusun.
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Keadaan Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang menurut mata 
pencarian, sebagaimana mata pencarian di desa Pandung Batu adalah mayoritas 
petani dengan jumlah 410 orang, 10 orang pegawai Negeri sipil, 7 orang pedagang 
dan 1 orang Polisi Republik Indonesia. 
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No Mata Pencarian Jumlah 
1 Petani 410 orang 
2 Pegawai Negeri Sipil 10 orang 
3 Pedagang 7 orang 
4 POLRI 1 orang 
Tabel 6.3: Keadaan Penduduk Desa Pandung Batu Menurut Mata Pencarian.
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Batas Desa Pandung Batu yaitu: arah Utara dari perbatasan Desa Parinding 
dan Desa Perangian. Arah barat perbatasan dari Desa Rosoan dan Desa Batu Noni. 
Arah Timur perbatasan dari Desa Banti dan arah Selatan perbatasan dengan Desa 
Tobalu. 
No Batas Desa/Kelurahan 
1 Utara Desa Parinding dan Desa Perangian 
2 Barat Desa Rosoan dan Desa Batu Noni 
3 Timur Desa Banti 
4 Selatan Desa Tobalu 
Tabel 6.4: Bagian Batas-Batas Desa Pandung Batu.
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Luas lahan produksi tanaman bawang merah dan jenis-jenis sayuran lainnya 
menurut jenis komoditas unggulan di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka 
kabupaten Enrekang, menggunakan luas lahan yaitu: Bawang merah 77 Ha, 
Kol/kubis 77 Ha, Tomat 5 Ha, daun Sup/daun Seledri 15 Ha, Jagung 5 Ha. 
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No Jumlah komoditas unggulan Luas lahan(Ha) Ket. 
1 Bawang merah 77 Produksi 40,5 Ton 
2 Kol/kubis 77  
3 Tomat 5  
4 Daun Sup/daun Seledri 15  
5 Jagung 5  
Jumlah 179 Ha  
Tabel 6.5: Keadaan Luas Produksi Panen Menurut Komoditas Unggulan di            
Desa Pandung batu.
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Keadaan tingkat pendidikan di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka 
Kabupaten Enrekang , menurut penelitian yang telah dilakukan oleh pemerintah 
setempat bahwa penduduk Desa Pandung Batu yang Pra sekolah berjumlah 377 
orang, yang tamat SD 199 orang. Sedangkan di Desa Pandung Batu yang Tamat SMP 
berjumlah 105 orang, kemudian yang tamat SLTA 55 orang dan yang selesai sampai 
ke perguruan tinggi berjumlah 24 orang. 
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No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 Pra Sekolah  377 Orang 
2 SD 199 Orang 
3 SMP 105 Orang 
4 SLTA 55 Orang 
5 Sarjana 24 Orang 
Jumlah 760 Orang 
Tabel 6.6: Keadaan pendidikan di Desa Pandung Batu.
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a. Fungsi dan Tujuan Struktur Organisasi Desa Pandung Batu 
1. Ketua (kepala Desa) 
Kepala Desa tentunya memiliki tanggung jawab yang besar dalam membina dan 
memajukan Desa serta mengatur jalannya dan mengelola Desa itu sendiri serta 
membina para anggotanya demi kemajuan Desa. Kepala Desa merupakan pelaksana 
kewajiban yang diberikan amanah dari hasil pemilihan. Kepala Desa Pandung Batu 
Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang adalah Bapak Ismail. 
2. Sekretaris 
Tugas dari sekretaris adalah membantu kepala Desa untuk menjalankan amanah 
yang diberikan kepada kepala Desa, sekretaris pula melaksanakan semua yang 
bersifat administrasi dan tugas yang mendukung prinsip kepala Desa yang 
melaksanakan fungsinya. 
3. Bendahara 
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Bendahara memiliki tanggung jawab terhadap Desa dalam bidang administrasi 
keuangan dan harta benda yang penting bagi desa, posisi bendahara sama dengan 
sekretaris namun yang membedakan bendahara bergerak dan fokus dibidang 
keuangan. 
4. Pembantu Desa 
Pembantu di Desa pandung Batu bergerak di dua bidang yakni bergerak di 
bidang proses penyaluran dana dan bergerak di bidang pemantauan Desa, dimana 
yang bergerak sebagai pembantu proses penyaluran dana adalah Deceng S.pd,. M.pd 
dan yang bergerak dibidang pementauan desa adalah Jusman S.pd 
5. Keanggotaan 
Penulis memiliki pemahaman mengenai anggota adalah orang-orang yang 
berkumpul dalam suatu wilayah yang memiliki kesatuan dan saling memahami dari 
budaya yang lain yakni berani kritik dan dikritik serta bekerjasama secara suka rela 
untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dalam naungan 
yang mereka miliki. 
 
B. Analisis Hasil Penelitian 
Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data tentang implementasi 
akad mudharabah pada petani bawang merah di Desa Pandung Batu Kecamatan 
Baraka Kabupaten Enrekang yang diperoleh langsung dari lapangan melalui 
dokumentasi dan wawancara. Pada pembahasan ini akan disajikan hasil wawancara 
yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber mengenai pengetahuan 
dan penerapan bagi hasil di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten 
Enrekang. 
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1.   pengetahuan petani bawang merah pada Desa Pandung Batu Kecamatan 
Baraka Kabupaten Enrekang tentang akad mudharabah 
pengetahuan petani bawang merah baik pengelola (mudharib) maupun 
pemberi modal (shahibul maal) terkait dengan akad mudharabah sangatlah penting 
sebelum melaksanakan kerjasama, karena hal tersebut akan memudahkan kedua belah 
pihak dalam menjalankan kerjasama tersebut. Adapun pengetahuan petani bawang 
pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang tentang akad 
mudharabah sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada 
narasumber  (bapak serak) adalah sebagai berikut:  
Karena saya sudah lama melakukan kerjasama dengan bagi hasil, saya bisa 
perkirakan kalau rata-rata petani bawang di Desa Pandung Batu sudah tahu 
bagaimana bagi hasil yang benar. Bagi hasil yang kami terapkan yaitu, saya 
selaku pemilik modal memberikan modal kepada pengelola sebesar 20 juta 
kemudian hasil panen 50 juta. Nah, cara bagi hasilnya adalah modal awal di 
keluarkan senilai 20 juta jadi sisa hasil panen 30 juta maka itu di bagi dua, jadi 
pemilik modal mendapatkan 15 juta dan pengelola mendapatkan 15 juta juga.
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Perjanjian bagi hasil yang diterapkan antara pemilik modal (shahibul maal) 
dengan pengelola (mudharib) terkait dengan akad mudharabah sebagaimana hasil 
wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber dalam hal ini bapak 
Umar. 
Bagi hasil yang kami terapkan dalam kerjasama yakni kami saling percaya antara 
pemilik modal dan pengelola, saya selaku pemilik modal harus merelakan modal 
saya untuk di kelola dengan pengelola dan bagi pengelola harus ridha mengelola 
modal dengan baik dan rajin sehingga dapat menghasilkan panen yang bagus. 
Bagi hasil yang kami terapkan di Desa Pandung Batu sudah dari dulu seperti ini 
meskipun kami tidak tau persis bagaimana dalam konsep islam tapi setidaknya 
kami sudah melakukan bagi hasil yang menurut kami benar dan tidak merugikan 
satu sama lain.
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Sedangkan menurut bapak Mahmud tentang pemahamannya mengenai bagi hasil, 
memaparkan bahwa: 
bagi hasil yang saya ketahui di Desa Pandung Batu, merupakan suatu kebiasaan 
atau adat istiadat yang sudah diterapkan selama bertahun-tahun dan mengenai 
pemahaman saya tentang tata cara bagi hasil tersebut saya sudah mengerti karena 
itu yang biasa kami terapkan ketika melakukan kerjasama. Tapi, kalau bagi hasil 
dalam Islam saya masih kurang paham bagaimana mekanismenya.
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Bagi hasil (mudharabah) yang terjadi di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka 
Kabupaten Enrekang menurut para pelaku di wilayah objek penelitian berbeda-
berbeda, sebagian ada yang berpendapat bahwa  
bagi hasil bisa lebih menguntungkan daripada bentuk-bentuk pengolahaan modal 
lainnya, karena mereka beralasan tidak perlu mengeluarkan tenaga dan biaya yang 
banyak, mereka hanya tinggal menerima hasil panen. 
Ada juga yang berpendapat bahwa bagi hasil (mudharabah) tersebut sama 
dengan apabila modal tersebut dikelola oleh pemilik modal sendiri, artinya baik 
pemilik modal maupun pengelola modal sama-sama memperoleh modal yang telah 
dikeluarkan atau dengan kata lain, hasil yang mereka peroleh sama dengan biaya 
yang telah dikeluarkan. Jadi mereka tidak untung maupun tidak rugi tapi ada kalanya 
mereka untung. 
Pendapat lain ada juga yang mengatakan bahwa bagi hasil (mudharabah) 
tersebut labih banyak kerugian jika dibandingkan dengan keuntungan yang mereka 
peroleh/dapatkan yakni hasil yang diperoleh. Alasan yang dikemukakan adalah: 
bahwa hasil panen yang diterima tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang 
mereka keluarkan selama proses pengelolaan modal. Alasan ini dikemukakan 
kebanyakan dari pengelola. 
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Keabsahan bagi hasil (mudharabah) harus dipenuhi beberapa syarat yang 
berkaitan dengan „aqid, modal, dan keuntungan, yaitu : 
a. Syarat yang berkaitan dengan „aqid 
Syarat yang berkaitan dengan „aqid adalah bahwa „aqid baik pemilik modal 
maupun pengelola harus orang-orang yang memiliki kecapakan untuk memberikan 
kuasa dan melaksanakan wakalah. Hal itu dikarekan mudharib melakukan tasarruf 
atas perintah pemilik modal, dan ini mengandung arti pemberian kuasa. Akan tetapi, 
tidak disyaratkan „aqid harus muslim. Mudharabah bisa dilaksanakan antara islam 
dan dzimmi atau musta‟man yang ada di Negeri Islam. „aqid disyaratkan harus cakap 
melakukan tasarruf, mudharabah tidak sah dilakukan oleh anak yang masih di bawah 
umur, orang gila, atau orang yang dipaksa. 
b. Syarat yang berkaitan dengan modal 
Modal harus berupa uang tunai, sebagaimana dalam syirka „inan. Apabila 
modal berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama 
mudharabah tidak sah. Imam Ibnu Abi Layla dan Auza‟I membolehkan akad 
mudharabah dengan modal barang. Modal harus jelas diketahui ukurannya. Apabila 
modal tidak jelas makamudharabah tidak sah. 
Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk 
kegiatan usaha. Hal ini dikarekan modal tersebut merupakan amanah yang berada 
ditangan pengelola. Syarat ini disepakati oleh jumhur ulama, yakni Hanafiah, 
Malikiyah, Syafi‟iyah, Auza‟I, Abu Tsaut, dan IbnubAl-Mundzir. 
c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan 
Keuntungan harus diketahui kadarnya. Tujuannya akad mudharabah adalah 
untuk memperoleh keuntungan. Apabila keuntungan tidak jelas maka akibatnya akad 
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mudharabah bisa menjadi fasid. Pemilik modal menyerahkan modal kepada pengelola 
sebesar Rp10.000.000,00 dengan ketentuan mereka bersekutu dengan keuntungan, 
maka akad semacam ini hukumnya sah, dan keuntungan dibagi rata setengah. Hal 
tersebut dikarekan syirkah atau persekutuan menghendaki persamaan, sesuai dengan 
firman Allah dalam Surah An-Nisa‟ (4) ayat 12: 
                        
                         
                           
                              
                      
                                
    
Terjemahnya:  
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu 
mempunyai anak,nmaka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah 
dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, 
maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan 
sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-
hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang 
saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), 
maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi 
jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu 
dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau 
sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli 
waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar 
dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS An-
Nisa/4:12)
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Apabila dibuat syarat yang menyebabkan ketidakjelasan dalam keuntungan 
maka mudharabah menjadi fasid, karena tujuan akad yaitu tujuan tercapai. Akan 
tetapi, jika syarat tersebut batal, tetapi akadnya tetap sah. Misalnya, pemilik modal 
mensyaratkan kerugian ditanggung oleh mudharib atau oleh mereka berdua maka 
syarat tersebut batal, tetapi akad mudharabah tetap sah, sedangkan kerugian tetap 
ditanggung oleh pemilik modal. Apabila disyaratkan dalam mudharabah bahwa 
keuntungan semuanya untuk mudharib, maka menurut Hanafiah dan Hanabilah, akad 
berubah menjadi gard (utang Piutang) bukan mudharabah. sedangkan menurut 
Syafia‟iyah mudharabah semacam itu adalah mudharabah yang fasid, dalam hal ini 
amil diberi upah/imbalan sesuai dengan pekerjaannya untuk mudharib atau untuk 
pemilik modal maka hal ini dibolehkan, karena ini merupakan tabarru‟atau sukarela. 
Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan 
pembagian secara nisbah atau persentase, misalnya setengah, sepertiga dan dua 
pertiga. Apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti pemilik 
mendapat Rp100.000.000,00, dan sisanya untuk pengelola, maka syarat tersebut tidak 
sah, dan mudharabah menjadi fasid. Hal ini, karena karakter mudharabah 
menghendaki keuntungan dimiliki bersama, sedangkan penentuan syarat dengan 
pembagian yang pasti menghalangi kepemilikan bersama tersebut.
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Maslahah secara etimologi kebahasaan, maslahah sama dengan manfaat dari 
segi maknanya. Maslahah juga berarti kemanfaatan atau pekerjaan yang mengandung 
manfaat. Sementara dari tinjauan terminologi, terdapat beberapa definisi yang 
dikemukakan oleh ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung 
esensi yang sama. Imam Al-Gahazali mengemukakan bahwa maslahah pada 
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prinsipnya adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka 
memelihara tujuan-tujuan syara”.  
Sebagaimana pemaparan dari narasumber (bapak Serak): 
Selama saya melakukan kerjasama bagi hasil, saya merasa nyaman karena 
kebutuhan keluarga saya terpenuhi, meskipun saya hanya sebagai pengelola 
modal tapi saya merasa nyaman dengan bagi hasil ini, karena saya cuman 
capek bekerja, masalah modal kan sudah ditanggung oleh pemilik modal, dan 
dalam hal ini pemilik modal modal sangat membantu saya untuk menafkahi 
keluarga saya.
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Pemaparan dari narasumber (bapak Ancong): 
Kerjasama bagi hasil sangat bagus karena natara pemilik modal dan pengelola 
modal sama-sama memanfaatkan artinya saling menguntungkan tanpa ada 
pihak yang rugikan, dengan bagi hasil juga saya memperoleh keuntungan 
yang lebih.
71
 
 
2.  Penerapan  kerjasama dengan mudharabah pada petani bawang merah di 
desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang 
Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut mengenai penerapan bagi hasil 
(mudharabah) yang terjadi di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten 
Enrekang, terlebih dahulu penulis akan menggambarkan alur dari bagi hasil 
(mudharabah) di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, 
menyebutkan tentang sebab maupun alasan yang mendasari mereka melakukan bagi 
hasil (mudharabah), bentuk-bentuk bagi hasil (mudharabah) yang terjadi di Desa 
Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, subyek dan objek perjanjian 
bagi hasil (mudharabah) serta jangka waktu perjanjian bagi hasil (mudharabah) yang 
terjadi di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. 
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Alur perjanjian bagi hasil (mudharabah). Awal mula kedua belah pihak 
mengadakan pertemuan entah itu atas inisiatif pemilik modal maupun pengelola 
modal baik itu disengaja atau tidak, yang tujuannya mengadakan akad baik tertulis 
maupun lisan. Pada penelitian ini kebanyakan menggunakan akad secara lisan. 
Sebagaimana pemaparan dari bapak Ancong (pemilik modal/shahibul maal).  
Saya mempunyai modal sebesar Rp100.000.000,00, tetapi saya sibuk dan 
tidak bisa mengelola modal tersebut apalagi kalau modal ini digunakan untuk 
tanam bawang merah, karena kalau tanam bawang merah kita harus sedia 
setiap saat apalagi masalah penyemprotannya lain lagi pemupukannya. Kalau 
bapak tidak keberatan sekiranya bapak berkenan untuk mengelola modal saya. 
Dan nanti masalah keuntungan kita bagi dua ketika selesai panen.
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Pemaparan dari bapak Udi (pengelola modal/mudharib). 
Setelah mengadakan pertemuan dan mengadakan akad, kemudian kedua belah 
pihak bermusyawarah mengenai tata cara penggunaan dana. Pengelola 
melakukan penanaman dan pengelolahan sampai siap panen, hasil panen 
dikumpulkan sampai ada pembeli yang akan membelinya. Sebelum hasil 
panennya dibagi, hasil kotor dari panen tersebut dikurangi dahulu misalnya, 
pengelola memasukkan dana sebesar Rp10.000.000,00 dan dana dari pemilik 
modal sebesar Rp30.000.000,00 dan hasil panen sebesar Rp60.000.000,00 jadi 
modal dari pengelola dan pemilik modal dikasi keluar jadi: Rp60.000.000,00-
Rp40.000.000,00 = Rp20.000.000,00. Jadi, yang 20 juta tersebut yang 
kemudian dibagi dua.
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Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana 
pihak pertama pemilik modal (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, 
sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara 
mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan, 
apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal  sedangkan kerugian itu bukan akibat 
kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan  atau 
kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, 
sebagaimana yang dipaparkan oleh narasumber (bapak Cimen) 
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Bahwa kerjasama yang kami terapkan harus adil dan penerapannyapun harus 
sesuai yang telah disepakati dari awal, dimana pemilik modal harus 
menyalurkan modal secara lancar agar pengelolaan tanaman bawang merah 
tidak tertunda, kemudian apabila terjadi kerusakan ataupun karugian dalam 
kerjasama dan itu diakibatkan karena pengelola modal malas atau lalai dari 
pekerjaannya maka dia bertanggung jawab atas semua kerugian tersebut 
begitupun sebaliknya.
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Jenis akad mudharabah ada tiga yaitu mudharabah muthlaqah adalah 
mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dalam 
memilih jenis usaha yang akan dikelolanya. Mudharabah muqayyadah adalah 
mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola untuk 
melakukan kegiatan usaha. Mudharabah musytarakah adalah mudharabah dimana 
pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama, di awal 
kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari 
pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan 
kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam 
usaha tersebut, jenis mudharabah musytarakah ini merupakan perpaduan antara 
mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. 
Sebagaimana pemaran dari narasumber (bapak Moni): 
Masalah jenis bagi hasil yang kami terapkan, saya kurang paham apa jenisnya tapi 
saya bisa menjelaskan bagi hasil yang biasa kami terapkan, yaitu bagi hasil 
dengan cara pemilik modal memberikan modal kepada pengelola modal dan 
menentukan jenis tanaman apa yang akan di tanam contohnya bawang merah 
yang harus ditanam dan menentukan kapan waktu yang tepat untuk memulai 
penanaman bawang merah tersebut.
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Lain halnya dengan pemaparan narasumber (bapak Madi) mengenai jenis bagi hasil 
yang diterapkan di Desa Pandung batu: 
Bagi hasil yang biasa saya terapkan ketika melakukan kerjasama, biasanya 
dengan cara, pemilik modal memebarikan modal sekitar Rp30 juta kepada 
pengelola modal, setelah proses kerjasama sedang berlangsung atau pengelolaan 
bawang merah sementara berlangsung, dengan kesepakatan dari pemilik modal 
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maka pengelola modal bisa memasukkan dananya juga dalam proses pengelolaan 
bawang merah, karena modal dari pemilik modal misalnya, tidak cukup dan sudah 
tidak punya modal lagi yang cukup, jadi disini pengelola modal bisa memakai 
dananya untuk proses pengelolan.
76
 
Berdasarkan pemaparan dari beberapa narasumber mengenai jenis 
mudharabah apa yang petani bawang merah  terapkan di Desa Pandung Batu 
Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 
jenis mudharabah yang mereaka terapkan menurut pandangan ekonomi syariah  
adalah mudharabah muthlaqah dan mudhrabah musytarakah. Meskipun para petani 
bawang merah tidak paham mengenai jenis bagi hasil yang mereka terapkan, tetapi 
mereka telah menerapkan jenis bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam. 
Selama proses penelitian berlangsung penulis menyimpulkan alasan yang 
menjadi sebab mereka melakukan bagi hasil (mudharabah) yaitu sebagai berikut : 
a. Bagi pemilik modal (shahhibul maal) 
1. Karenanya adanya pekerjaan lain mereka, sehingga mereka tidak mempunyai 
banyak waktu untuk megelola modal mereka dalam hal menanam bawang 
merah.  
2. Karena memiliki tenaga atau stamina yang cukup untuk bekerja. 
3. Untuk menolong orang yang tidak punya pekerjaan atau memberikan modal 
kepada orang yang ingin menanam bawang merah tapi tidak punya modal 
b. Bagi pengelola modal (mudharib) 
1. Untuk mencari tambahan karena yang dimilikinya tidak cukup untuk 
memenuhi kebutuhan keluarganya. 
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2. Karena mereka tidak mempunyai modal yang cukup, walaupun mereka 
memiliki kahlian, sehingga mereka menerima modal orang lain untuk mereka 
kelola. 
Pada dasarnya, proses penerapan kerjasama dengan mudharabah pada petani 
bawang merah, kedua belah pihak yang melakukan mudharabah perlu memperhatikan 
beberapa hal-hal dalam praktik mudharabah, yaitu: 
a. Nisbah bagi hasil yang disepakati. 
b. Tingkat keuntungan kerjasama bagi hasil
Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah 
mempercayakan barang dagangannya untuk di jual Nabi Muhammad SAW. Ke luar 
Negeri . dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (shahibul maal) 
sedangkan Nabi Muhammad SAW. Berperan sebagai pelaksana usaha (mudharib).  
Nah, bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik 
modal dan mempercayakan sejumlah modal untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si 
pelaksana usaha, dan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad mudharabah. 
atau singkatan, akad mudharabah adalah persetujuan kongsi antara salah satu pihak 
dengan kerja dari pihak lain.
77
   
Para Fuqaha tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia 
harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan 
mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah. Namun para 
ulama mashab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran 
modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul maal. Yang jelas 
tidak boleh adalah modal mudharabah yang belum disetor. Para Fuqaha sepakat tidak 
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bolehnya mudharabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul 
maal tidak memberikan konstribusi apapun padahal mudharib telah bekerja. Para 
ulama Syari‟I dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.78 
Para fuqaha berebeda pendapat dalam masalah biaya kegiatan selama 
mengelola harta mudharabah. Menurut Iman Syafi‟i dalam salah satu pendapatnya, 
mudharib tidak berhak atas nafakah (biaya) yang diambil dari harta mudharabah, baik 
dalam keadaan di tempat sendiri maupun dalam keadaan perjalanan, kecuali apabila 
ada izin dari pemilik modal. Hal tersebut dikarenakan ia (mudharib) berhak atas 
bagian keuntungan, sehingga tidak perlu ada hak yang lain lagi. Di samping itu, biaya 
pengelolaan kadang-kadang menghabiskan keuntungan sedangkan pemilik modal 
sama sekali tidak memperoleh bagian. Bahkan kadang-kadang biaya pengelolaan 
melebihi keuntungan, sehingga dengan demikian, hal tersebut bertentangan dengan 
tujuan akad.
79
  Sebagaimana pemaparan dari narasumber (bapak Judding) 
Masalah biaya selama pengelolaan modal, pengelola tidak dibatasi untuk 
menyalurkan dananya berapapun dia mau, karena setelah hasil panen nanti 
modal yang dikeluarkan oleh pengelola akan di kasi keluar baru proses bagi 
hasil dilaksanakan dan begitupun sebaliknya.
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Berikut adalah pemaparan narasumber terkait dengan penyaluran modal 
kepada mudharib dengan narasumber (bapak sampe) 
Pada dasarnya  penyaluran dana dari pemilik modal harus lancar, karena kalau 
modal tidak lancar maka saya selaku pengelola bisa saja kewalahan, contoh 
kalau musim hujan, tanaman bawang atau daun bawang mudah membusuk 
atau terserang hama. Nah, kalau semacam ini kita butuh festisida yang banyak 
untuk melawan hama. Jadi, pemilik modal harus siap sedia menyiapkan modal 
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supaya tanaman bawang tidak mudah terserang hama dan saya selaku 
pengelola juga harus cepat melapor apabila kekurangan modal.
81
 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa bagi hasil yang 
sesuai dengan syariat Islam belum sepenuhnya diterapkan oleh petani bawang merah 
di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Meskipun demikian 
tata cara pembagian hasil panen tersebut menurut mereka sudah merupakan tradisi 
setempat dimana memang sudah seharusnya apabila pengelola modal mengeluarkan 
modal maka ketika panen modal tersebut akan dibagi dua setelah modal awal sudah 
dikasi keluar, begitupun kalau pengelola memasukkan modalnya untuk pembeli 
pupuk misalnya. 
Kemudian masalah pembagian hasil ketika tanah berasal dari pemilik modal 
maka pembagian hasil panen dilakukan dengan cara, semua modal dari pemilik 
modal dikasi keluar semua, baru dibagi dua, beda halnya kalau tanah berasal dari 
pengelola modal, cara pembagian hasil dilakukan dengan, modal yang digunakan 
untuk membeli bibit bawang merah tidak dikasi keluar yang hanya keluar itu modal 
untuk pupuk dan festisida setelah pengurangan dan penjumlahan dari semua modal 
awal baru hasil panen dibagi dua. 
Sebagaimaan pemaparan dari narasumber (bapak Lida): 
Kalau misalnya pengelola yang punya tanah dan pengelola yang memodali 
seluruhnya mulai dari bibit bawang merah, festisida, dan pupuk serta pengeluaran 
tak terduka lainnya, maka ketika sudah panen yang tidak dikasi keluar modalnya 
adalah pembelian bibit bawang merah dari pemilik modal, misalnya modal untuk 
bibit sekitar Rp5.000.000,00, untuk pupuk Rp1.000.000,00, untuk festisida 
Rp1.000.000,00 dan hasil panen Rp30.000.000,00, maka hasil panen tersebut 
hanya di kurang dengan pengeluaran untuk pupuk dan festisida sedangkan untuk 
bibit sudah tidak lagi, beda lagi kalau misalnya tanah berasal dari pemilik modal 
untuk pembelian bibit bawang merah tetap dikasi keluar.
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Wawancara langsung dengan narasumber sebagai pemilik modal (bapak Sampe).  
82
Wawancara langsung dengan narasumber sebagai pemilik modal (bapak Lida) . 
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Masalah ketentuan tersebut tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan, 
baik dari pengeloola maupun pemilik modal karena itu merupakan kesepakatan 
meraka ketika melakukan akad. 
Berdasarkan uraian di atas secara umum, meskipun pelaksanaan bagi hasil 
yang terjadi di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang belum 
seluruhnya sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi pelaksanaan tersebut merupakan 
adat dan kebiasaan yang biasa dilakukan secara turun temurun di lingkungan 
setempat, sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan terus berkembang dan akan 
menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis. 
Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur‟an 
dan Sunnah Rasul, demikian pun untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum 
muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat. 
Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut: 
1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang 
menunjukkan bahwa adat tidak menunjukkan dengan maksiat 
2. Perbuatan maupun perkataan dilakukan dengan berulang-ulang 
3. Tidak bertentangan dengan nash al-Qur‟an dan Hadits 
4. Tidak mendatangkan kemudharatan 
Sebagaimana pemaparan dari narasumber (bapak Serak) 
Mengenai penerapan bagi hasil yang biasa kami lakukakan dalam kerjasama itu 
kami lakukan secara adil dan antara pemilik modal dengan pengelola modal harus 
memiliki sifat saling percaya antara dua belah pihak, meskipun penerapan yang 
kami lakukan tentang bagi hasil, kami belum paham bagi hasil yang sesuai 
dengan syariat Islam, akan tetapi kami sudah menerapkan keadilan dan saling 
menguntungkan satu sama lain.
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Wawancara langsung dengan narasumber sebagai pengelola modal (bapak Serak). 
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Setelah kerjasama berlangsung antara kedua belah pihak, ada beberapa 
strategi yang harus dilakukan oleh pemilik modal sebagaimana pemaparan dari 
narasumber (bapak Main): 
Melakukan pemantauan, dengan cara turun langsung ke kebun untuk melihat 
bagaimana kinerja si pengelola, ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh 
pengelola baiknya diberikan arahan atau nasehat, memberikan fasilitas-fasilitas 
yang dibutuhkan oleh pengelola sehingga pengelola semangat dalam bekerja, 
sebaiknya sering melakukan pemantuan karena itu akan mempengaruhi kerja 
pengelola modal.
84
 
 
Penulis dapat menyimpulkan bahwa bagi hasil (mudharabah) baik 
pengetahuan maupun penerapannya di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka 
Kabupaten Enrekang jika ditinjau dari pandangan ekonomi Islam masih belum 
terlaksana sepebuhnya secara syariat Islam, karena dari mulai syarat-syarat bagi hasil, 
rukun-rukun bagi hasil, jenis-jenis bagi hasil, hukum bagi hasil serta hal-hal yang 
dapat membatalkan bagi hasil, petani bawang merah masih kurang pemahamannya 
tentang hal-hal tersebut, akan tetapi mereka berpendapat bahwa bagi hasil yang 
mereka terapkan tidak melanggar aturan dalam Islam. 
 
 
 
 
                                                             
84
Wawancara langsung dengan narasumber sebagai pemilik modal (bapak Main).  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti 
yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya , dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Mengenai pengetahuan tentang bagi hasil (mudharabah) yang dilakukan 
oleh petani bawang merah Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka 
Kabupaten Enrekang, belum seluruhnya petani bawang merah paham 
mengenai bagi hasil dalam Islam,  
2. Mengenai penerapan bagi hasil (mudharabah) di Desa Pandung Batu 
Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang pada prespektif ekonomi Islam 
belum sepenuhya berlandaskan pada prinsip dan filosofi yang terdapat 
dalam ekonomi Islam, karena Desa Pandung Batu kebanyakan kurang tahu 
mengenai syarat-syarat dan hal-hal yang dapat membatalkan bagi hasil 
(mudharabah), tapi ada juga prinsip ekonomi Islam yang mereka terapkan 
dalam kerjasama bagi hasil, yaitu: rela dan ridho, prinsip keadilan dalam 
pembagian hasil, prinsip kepercayaan antar pemilik modal dan pengelola 
modal dan tidak ada pengingkaran perjanjian yang telah disepakati. 
 
B. Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan saran-
saran sebagai berikut: 
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1. Sebaiknya petani bawang merah Desa Pandung Batu meminta kepada 
kepala Desa pandung Batu untuk mengadakan sosialisasi tentang bagi 
hasil yang sesuai dengan syariat Islam (Mudharabah) 
2. Bagi petani bawang merah Desa Pandung Batu sebaiknya memahami 
tentang syarat, rukun, hukum dan hal-hal yang dapat membatalkan bagi 
hasil (Mudharabah), agar petani bawang merah Desa Pandung Batu dapat 
menerapkan kerjasama dengan bagi hasil (Mudharabah) sesuai dengan 
syariat Islam. 
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LAMPIRAN 9 : PEDOMAN WAWANCARA 
 
A. Bagi pemilik modal (Shahibul maal)? 
1. Mengapa anda lebih memilih memberikan modal untuk dikelola oleh orang 
lain? 
2. Selama kerjasama dengan menggunakan bagi hasil apakah anda 
mendapatkan untung atau rugi? 
3. Perilaku seperti apa yang anda lakukan sehingga kerjasama ini dapat 
berjalan dengan lancar?  
4. Apakah anda mempunyai strategi sendiri dalam menjalankan kerjasama  
dengan orang lain, sehingga anda sebagai pemilik modal untung? 
5. Apakah ada batas minimal dan maksimal modal yang anda salurkan kepada 
pengelola? 
6. Bagaimana cara melakukan perjanjian bagi hasil? 
7. Apakah sudah mengerti tentang bagi hasil? 
8. Bagaimana bagi hasil yang anda terapkan? 
9. Apakah sebelumnya pernah melakukan kerjasama dengan bagi hasil? 
10. Apakah jumlah modal yang disediakan telah ditentukan untuk diberikan 
kepada pengelola? 
11. Apakah jenis bagi hasil yang biasa anda terapkan? 
12. Bagaimana pembagian hasil ketika tanah berasal dari pengelola? 
 
 
 
 
 B. Bagi pengelola modal (mudharib) 
1. Mengapa anda lebih memilih mengelola modal orang lain? 
2. Perilaku seperti apa yang anda lakukan sebagai pengelola sehingga tidak 
terjadi kerugian pada modal yang anda kelola? 
3. Bagaimana cara anda memilih bibit bawang yang unggul agar memperoleh 
hasil panen yang memuaskan? 
4. Sudah berapa lama melakukan kerjasama dengan bagi hasil? 
5. Ketika rugi bagaimana pembagiannya kepada pengelola? 
6. Apakah ada kesepakatan mengenai jenis bawang apa yang akan di tanam? 
7. Kendala apa yang anda biasa hadapi dalam kerjasama bagi hasil? 
8. Apakah sebelumnya tahu mengenai bagi hasil dalam islam? 
9. Bagaimana bagi hasilnya apabila benih berasal dari pengelola? 
10. Apakah ada keuntungan yang lebih sehingga anda lebih memilih kerjasama 
dengan bagi hasil? 
11. Menurut anda apakah selama melakukan kerjasama dengan bagi hasil,       
apakah lebih banyak kerugian atau keuntungan? 
12. Apakah dalam kerjasama anda lebih merasa nyaman, sehingga anda sering 
melakukan kerjasama bagi hasil? 
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Gambar 2 : pemantauan oleh pengelola  
 
 
 Gambar 3: proses penyemprotan oleh pengelola modal 
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Gambar 6: wawancara dengan pemilik modal 
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